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ABSTRAK

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang
korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak.
Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarjinalisasi, tersubordinasi yang
secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan dan anak-
anak. Perdagangan anak mempunyai jaringan yang .sangat luas. Praktek perdagangan
anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, dimana kebanyakan
korbannya adalah anak-anak perempuan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik
beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini
nantinya, antara lain: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus
perdagangan anak keluar negeri di Indonesia? Bagaimana pemidanaan dalam kasus
perdagangan anak keluar negeri pada peraturan hukum di Indonesia? Bagaimana
penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak keluar negeri?

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penulisan
skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu: Penelitian Kepustakaan (Library
Research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan penulis melalui kepustakaan
dengan cara membaca dan mempelajari sumber bahan bacaaan, literatur-literatur jurnal
hukum, perundang-undangan, majalah, bahan perkuliahan yang berhubungan dengan
masalah yang dihadapi guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan.
Penelitian Lapangan (Field Research), merupakan metode penelitian lapangan yaitu
dengan mempelajari fenomena sosial secara langsung dan lengkap, sehingga diharapkan
dapat memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan utuh.

Kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama
dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan.
Implementasi UU No. 23/2002 sangat diharapkan dapat menanggulangi masalah
perdagangan anak ini. UU tersebut sebenarnya secara jelas telah menjabarkan pasal-pasal
yang dapat menjerat pelaku perdagangan anak untuk ekploitasi seks komersial. Beberapa
pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak sudah memberi perlindungan bagi child
trafficking. Namun penerapannya inilah yang sangat sulit dilakukan. Pasal 82 dan 83 UU
No.23/2002 secara jelas telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dan denda
sebesar Rp. 300 juta rupiah sebagai bentuk hukuman maksimal bagi pelaku perdagangan
anak, khususnya untuk eksploitasi seks. Selain itu beberapa pasal lain yang juga
memberikan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemerintah, lembaga negara dan
masyarakat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual sudah tercantum secara
jelas dalam uraian Pasal 59, 66, 68 UU No.23/2002. Apalagi UU No.23/2002 yang
dibuat sebagai perlindungan hukum bagi anak, telah mengadopsi beberapa Konvensi
ILO. Misalnya tentang batas minimum usia yang diperbolehkan bekerja dan
penghapusan mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan telah
diadopsinya konvensi-konvensi tersebut dalam UU ini (UU Perlindungan Anak) cukup
baik, ditambah lagi dengan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. '

Kata kunci:  Aspek Hukum Pidana

Trafficking in Child
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2. Memperoleh gambaran bagaimanakah pemidanaan dalam kasus perdagangan

anak keluar negeri pada peraturan hukum di Indonesia.

‘a9

Untuk Mengetahui penanggulangan hukum dalam kasus perdagangan anak

keluar negeri.

F. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam
penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu suatu metode penelitian yang
dilakukan penulis melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari
sumber bahan bacaaan, literatur-literatur jurnal hukum, perundang-undangan,
majalah, bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi
guna memperoleh data-data dan bahan-bahan yang dibutuhkan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), merupakan metode penelitian lapangan
yaitu dengan mempelajari fenomena sosial secara langsung dan lengkap,
sechingga diharapkan dapat memahami permasalahan yang diteliti secara
mendalam dan utuh. Metode ini juga memadukan teknik pengamatan dan
wawancara bila diperlukan dengan pemeriksaan dokumen dalam pengumpulan
data. yaitu suatu metode kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara turun langsung ke lapangan/ obyek penelitian untuk mendapatkan sejumlah

data yang lengkap dan akurat berkaitan dengan judul yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang masing-
masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan
sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
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BAB I

BAB III

BAB IV

Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan penegasan judul, alasan
pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode

pengumpulan data serta sistematika penulisan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PIDANA
DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI DI
INDONESIA

Bab ini berisi tentang beberapa penjelasan yang berkaitan dengan
pengertian anak menurut UU No. 3 tahun 1997. Hukum adat. Hukum
Islam dan KUHP, konsep pertanggungjawaban pidana, modus pelaku
perdagangan dilihat dari aspek pertanggungjawaban pidana, dan
pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan

anak keluar negeri.

PEMIDANAAN DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK
KELUAR NEGERI PADA PERATURAN HUKUM DI INDONESIA
Dalam Bab III ini berisi antara lain bagaimana hukuman penjara dan
kurungan, penghukuman bersyarat, denda, hukuman tutupan,
mengurangi lamanya hukuman dengan lamanya orang ditahan
sementara serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perdagangan anak (trafficking)

PENANGGULANGAN HUKUM DALAM KASUS
PERDAGANGAN ANAK KELUAR NEGERI

Bab ini membahas antara lain sistem peradilan pidana dalam kasus
perdagangan anak keluar negeri, penanggulangan hukum dalam kasus
perdagangan anak keluar negeri, yaitu: strategi dasar/ pokok
penanggulangan kejahatan, pencegahan kejahatan dan peradilan
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2) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri

tersebut.

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,
sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan;

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam
dan di luar Pengadilan;

(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu
menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pengertian anak menurut Bab IX tentang Kedudukan Anak, Pasal 42, UU
No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: Anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pengertian anak menurut Bab XII tentang Kebapakan dan Asal Keturunan,
pada Bagian 1 tentang Anak-anak Sah yang diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251
serta 261 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:

Pasal 250 KUH Perdata, menyebutkan:

“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan seiama perkawinan. memperoleh suami

sebagai bapaknya.”

Pasal 251 KUH Perdata, menyebutkan:

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari
perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh
dilakukan dalam hal-hal berikut:

1) Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2) Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani
olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak

dapat menandatanganinya,
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3) Bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 261 KUH Perdata, menyebutkan:
“Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang
didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah
bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagat anak sah.”

Penjelasan lain mengenai anak juga diatur dalam Pasal 5. a. dan Pasal 29
KUH Perdata, menyebutkan bahwa:
5a. Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai
nama keturunan bapaknya; anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya,
memakai nama keturunan ibunya.

Pasal 29 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:
“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan
yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan
mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat

menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana
1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak
mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya,
yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUH Pidana
Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S. Nederland tahun 1886
yang berbunyi “Tidak dapat di pidana ialah barang siapa yang mewujudkan sesuatu
peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab
kekurangsempurnaan pertumbuh atau gangguan sakit kemampuan akalnya”,
Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia
akan lebih baik jikalau berbunyi :
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Hukum Pidana Indonesia (kecuali redaksi yang belum diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia).

Penjelasan mengenai kesengajaan (opzer) dikemukakan oleh Menteri Kehakiman
Nederland Mr. Modderman yang tercatat dalam Memorie van Toelichting (Risalah
penjelasanWvS).

Perlu dikemukakan bahwa KUH Pidana yang merupakan copy Ned. Wetboek
van Strafrecht berpandangan monistis terhadap delik, yaitu mencampurkan unsur-
unsur perubahan dan unsur-unsur pembuat, (berbeda dengan Code Penal Swis dan
KUH Pidana Yugoslavia) yang berpandangan monistis, sehingga sarjana hukumlah
vang harus memisahkan kedua bagian itu yang merupakan syarat-syarat pemidanaan

(Strafvoraussetzungen).

2. Jenis Kesengajaan

Selain kesengajaan yang terdiri atas tiga corak Schakeringen) yang telah
diuraian, kepustakaan masih mengenal jenis lain, yaitu :
a). Dolus malus, yang dahulu di Nederland oleh pasal 4 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Nederland tahun 1804 dan beberapa Undang-undang Pidana lain pada
abad XIX, dikenal, antara lain Undang-undang Hukum Pidana Beiren tahun 1813
yang penciptanya adalah Anselm von Feuerbach. perumus asas legalitas dalam
bahasa latin.
b). Dolus indirectus dan dolus directus

Bentuk kesengajaan demikian masih dikenal oleh Code Penal Perancis.
Kesengajaan tak langsung demikian dipandang ada pada pembuat delik, jikalau dari
perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, menyusul akibat yang tidak
dikehendaki olehnya.

Kebalikan dolus indirectus 1alah dolus directus atau sengaja langsung.

¢). Dolus Determinatus versus Indeterminatus
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pun secara hukum illegal, sehingga alih-alih mendapat perlindungan hukum, yang ada
di benak mereka acap kali adalah ketakutan karena pihak penyekap mereka biasanya
menakut-nakuti resiko pekerja illegal bila tertangkap petugas keamanan.

Usia korban trafficking yang di paksa bekerja sebagai PSK biasanya berkisar
13 sampai 25 tahun. Dalam bisnis prostitusi, sudah lazim terjadi bahwa makin muda
usia PSK biasanya mereka makin di cari pelanggan dan menjadi asset yang berharga
bagi germo yang mempekerjakannya.Tempat kerja anak perempuan yang menjadi
korban trafficking ini bisa bermacam-macam, mulai dari bar,panti pijat, salon, atau
lokalisasi.Tetapi, di manapun mercka dipaksa bekerja, yang jelas akibat dan
penderitaan yang dialami sama saja, yakni menjadi korban eksploitasi dan tindak
kekerasan yang tidak sama sekali pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Penderitaan yang mesti ditanggung anak korban trafficking yang
dijerumuskan di bisnis layanan seksual, selain dieksploitasi dan kehilangan kontrol
atas kerja dan pendapatan, resiko lain yang tak kalah mencemaskan adalah ancaman
tindak penyekapan, perkosaan, pemukulan, kekerasan psikologis, dan juga ancaman
terkontaminasi PMS dan HIV/AIDS. Di dunia pelacuran, status perempuan dan anak
yang menjadi korban trafficking benar-benar seperti komoditi dalam arti
harafiah.Mereka tidak lagi memiliki hak atas tubuhnya sendiri, karena pihak mafia
atau germo yang mempekerjakan mereka biasanya mereka setiap hari terus menerus
dipaksa untuk melayani 4-8 tamu tanpa henti. Setiap keterlambatan dan tindakan
menolak melayani tamu, bukan hanya harus ditebus dengan pukulan dan tindak
kekerasan yang lain, tetapi juga pemotongan upah.

Kedua, perdagangan anak perempuan untuk perkawinan paksa lintas Negara.
Kendati angkanya mungkin tidak cukup banyak, tetapi di provinsi Jawa Timur, salah
seorang narasumber yang pernah meneliti persoalan ini mengatakan bahwa kasusnya
secara kualitatif cukup mencemaskan. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, Malang,
Tulung Agung, Jember, Probolinggo, Lumajang, dan Surabaya di identifikasi ada
sebagian penduduknya yang di perdagangkan lewat modus yang tak kentara ini:
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dikawinkan dengan ekspatriat atau warga Negara asing, dan kemudian mereka
menetap disana.

Dalam pola trafficking lewat perkawinan ini, posisi laki-laki warga Negara
asing yang tengah mencari pasangan adalah sebagai pembeli, pihak perantara yang
berusaha mencari anak perempuan sebagai korban untuk di kawinkan sebagai
penjual, sedangkan anak perempuan yang menjadi korban adalah sebagai komoditi
~dalam perkawinan transnasional. Meskipun konpensasi uang yang di terima pihak
perantara tidaklah sekentara dalam kasus trafficking untuk bisnis prostitusi, tetapi
apapun namanya, yang jelas pihak perantara mendapatkan keuntungan material dari
proses perkawinan yang di aturnya itu.

Sepanjang pasangan lintas Negara yang menikah itu benar-benar hidup
berbahagia dan dalam proses perjumpaanya tumbuh benih-benih cinta yang
sebenarnya tentu tidak menjadi masalah. Tetapi menurut beberapa informan yang
mengaku pernah terlibat dalam bentuk perkawinan kontrak seperti ini, mereka
biasanya tidaklah hidup lazimya keluarga yang normal. Seorang anak perempuan
yang kawin kontrak dengan ekspatriat, misalnya, sebetulnya mereka acap kali tidak
ubahnya seperti PSK yang harus melayani “suami” yang telah membelinya itu, hanya
saja dengan bungkus perkawinan. Padahal, dalam banyak kasus, si suami yang
ekspatriat itu sering kali di Negara asalnya sudah memiliki istri dan anak sendiri.
Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan anak perempuan yang di
perdagangkan lewat kawin kontrak dengan ekspatriat semacam ini mungkin seperti
WIL: sekedar menjadi selingan bagi ekspatriat, dan jika masa kerja mereka habis di
Indonesia, maka perempuan yang di kawin kontrak itu akan ditinggalkan begitu saja.

Bagi perempuan yang kawin dengan warga Negara asing, dan kemudian
menetap di Negara suami yang memesannya itu, menurut informasi yang diperoleh
kehidupannya acapkali tidak seindah yang dibayangkan. Salah seorang informan
menuturkan perkawinan yang pernah dialaminya dengan warga Negara Taiwan. Pada

awal mula perkawinan, barangkali semua terasa indah dan bahkan membanggakan
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karena dinikahi oleh warga Negara asing yang diharapkan mampu mencukupi semua
kebutuhan dan mengeluarkan si perempuan dari belitan kemiskinan yang selama ini
membelenggu mereka. Tetapi, apa lacur? Setelah dibawa ke Negara asal pihak laki-
laki, tidak jarang terjadi bayangan dan apa yang dialami menjadi berbeda seratus
delapan puluh derajat. Alih-alih memperoleh kebahagian, secara ekonomi pihak
suami ternyata termasuk kategori pas-pasan, dan yang membuat informan menderita
karena suaminya adalah pecandu minuman keras kelas berat yang jika mabuk ia tak
segan-segan mengeluarkan kata-kata kotor, melakukan tindakan kekerasan (wife
abuse) dan memperlakukan korban layaknya pelacur yang biasa dipermainkan
dengan cara apapun karena sudah dibeli dengan sejumlah uang.

Anak perempuan yang menjadi korban trafficking pola ini, yang membedakan
dengan korban frafficking yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi adalah jumlah dan
siapa yang harus dilayani. Jika korban frafficking yang menjadi PSK dipaksa
melayani berbagai laki-laki dalam sehari dalam hidupnya dikendalikan oleh germo,
maka korban trgfficking dengan modus kawin antar Negara ini hanya melayani satu
orang suami yang telah membelinya itu. Namun, keduanya sama-sama
memperlakukan anak perempuan tak ubahnya seperti barang mainan yang berhak
diapapun karena mereka sudah mengeluarkan uang untuk membeli anak perempuan
malang itu.

Ketiga, Perdagangan anak perempuan dan anak laki-laki untuk dipekerjakan
sebagai PRT (pembantu rumah tangga). Di berbagai kota besar dan menengah,
menjadi PRT adalah pekerjaan termudah yang dapat dilakukan dan di masuki anak
perempuan desa yang tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman. Di berbagai desa
di provinsi Jawa Timur, sudah lazim seorang anak perempuan yang mulai menginjak
remaja, jika tidak segera menikah, maka ia biasanya akan pergi kekota dan mencari
pekerjaan yang kebanyakan adalah menjadi pembantu rumah tangga. Bahkan tidak
hanya dikota-kota besar di Indonesia seperti di Surabaya, Bali, Bandung dan Jakarta,

tidak jarang perempuan dan anak perempuan mencoba mengadu nasib mencari
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pekerjaan di negeri jiran sebagai PRT. Beberapa Negara yang popular menjadi tujuan
anak perempuan melamar menjadi PRT adalah Malaysia, Taiwan, Singapura dan
Hong-Kong. Aktor yang banyak berperan dalam rekruitmen dan perdagangan anak
perempuan dan anak perempuan laki-laki untuk dipekerjakan sebagai PRT, selain
calo biasanya adalah senior-senior PRT yang ketika pulang kampung biasanya akan
mencari calon PRT-PRT baru untuk dibawa ikut serta bekerja dirumah majikannya,
dirumah kerabat majikan atau tempat lain. Meskipun tidak bersifat kontraktual, tetapi
seorang senior atau calo yang berhasil membawa PRT baru biasanya akan
memperoleh imbalan uang dari majikan. Menurut informasi, untuk PRT dalam negeri
imbalan yang diterima calo atas senior PRT bisa berkisar antara 100 ribu hingga 500
ribu.

Untuk PRT yang ditempatkan di luar negeri, prosedur dan prosesnya kurang-
lebih sama seperti TKI/ TKW pada umumnya. Baik TKI/ TKW yang lewat jalur
resmi maupun illegal, mereka biasanya selalu dibebani sejumlah kewajiban
membayar dana pengganti biaya pengiriman/ transport, biaya selama mengikuti
pelatihan, dan biaya tambahan yang sebetulnya adalah fee untuk calo atau sindikat
yang membawa mereka ke luar negeri.

Dibandingkan korban trafficking yang dipaksa bekerja sebagai PSK
penderitaan korban trafficking yang di pekerjakan sebagai PRT barangkali masih
tergolong mendingan. Tetapi, bukan berarti bekerja sebagai PRT penuh dengan
kenikmatan dan senantiasa nyaman. Menurut penuturan sejumlah informan yang
diwawancarai, kisah tentang PRT yang menderita dan teraniaya sebenarnya tidak
sekali dua kali terjadi, dan bukan merupakan hal yang baru.

Dalam Konvensi ILO No.182 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia
bulan Maret 2000 dan juga dalam UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa salah
satu jenis perkerjaan yang berbahaya dan karenanya dilarang untuk anak-anak adalah
pekerjaan yang dari segi kesehatan, moral, dan fisik dapat mengancam dan

membahayakan keselamatan anak-anak. Kendati tidak secara nyata berbahaya seperti
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layaknya pekerjaan di sektor prostitusi, pertambangan, pornografi, perbudakan, dan
sejenisnya., profesi sebagai PRT bagi anak-anak sesungguhnya patut ditinjau kembali
kelayakan dan dampak sosial psikologinya bagi anak-anak.

Keempat, bayi korban trafficking yang diperjual-belikan kepada orang lain.
Ketika anak-anak yang tak dikehendaki orang tuanya terlanjur lahir, sebagian yang
bernasib malang tak jarang dibuang atau dibunuh orang tuanya untuk menutupi aib.
Tetapi, bagi keluarga-keluarga yang dihimpit tekanan kemiskinan, bayi yang baru
lahir terkadang menjadi jalan keluar yang sangat pragmatis. Dengan dalih karena
tidak sanggup membesarkan anak dengan layak, tidak hanya sekali dua kali terjadi
Kasus bayi-bayi kemudian diperdagangkan, diperlakukan layaknya komoditi yang
bisa diperjual-belikan demi meraih keuntungan.

Sekali pun masih merupakan dark number, tetapi disinyalir praktek
perdagangan bayi telah merambah ke berbagai wilayah-termasuk di Propinsi Jawa
Timur. Di Surabaya, misalnya, Kepolisian Sektor Kota Simokerto pertengahan
September 2003 lalu dilaporkan kembali berhasil membongkar sindikat perdagangan
bayi. Polisi saat ini masih mengejar dua tersangka lain untuk menguak lebih jauh
mata rantai perdagangan bayi yang terjadi di Surabaya (Kompas, 16 September
2003). Tidak mustahil, di luar kasus ini masih banyak bayi-bayi lain yang menjadi
korban praktek Child abuse ini, karena jaringan perdagangan bayvi sebetulnya tidak
hanya tumbuh pada tingkat lokal, regional atau nasional, tetapi sudah menjadi bagian
dari jaringan perdagangan internasional yang sifatnya illegal. Sebagai salah satu
bentuk tindak criminal dan child abuse, perdagangan bayi bisa dikatakan sudah
termasuk Extraordinary crimes, karena jaringannya yang melintasi perbatasan antar
Negara.

Seorang bayi dari Surabaya, Blitar, Tulungagung, atau dari kabupaten
manapun di Jawa Timur ini, jangan heran jika bayi itu kemudian dibawa dan
diselundupkan ke luar negeri. Menurut penuturan salah seorang nara sumber, Negara

tujuan sindikat perdagangan bayi biasanya adalah Malaysia, Singapura dan sejumlah
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Negara lain di Asia. Bisa dibayangkan, sindikat mana yang tak tertarik terlibat dalam
praktek perdagangan bayi jika harga bayi di Negara-negara itu konon kabarnya
mencapai seratus juta lebih per bayi. terutama jika bayi laki-laki dan tampak lebih
bersih serta sehat.

Seperti juga sindikat perdagangan anak dan anak perempuan khususnya untuk
kepentingan prostitusi, sindikat pedagangan bayi umumnya memiliki jaringan yang
sangat luas lingga ke manca Negara, merupakan jaringan tindak kejahatan yang semi
terorganisir, relatip tertutup, dan masing-masing sel biasanya tidak terlacak satu
dengan yang lain. Ibarat kanker ganas, mengamputasi satu sel tertentu, tidak otomatis
akan mematikan sindikat perdagangan bayi secara keseluruhan. Di luar Surabaya,
daerah seperti Batam., Riau, Medan, Pontianak, Yogvakarta, dan sebagainya
seringkali juga menjadi wilayah rambahan sindikat perdagangan bayi.

Modus yang dikembangkan sindikat perdagangan bayi ini dalam mencari
korban-korban baru bervariasi, mulai dari cara halus hingga kasar, dan bahkan
kadang tidak berprikemanusiaan. Pola umum yang terjadi adalah dengan penipuan.
Sebuah keluarga miskin yang hidupnya serba susah, PSK yang terlanjur hamil, anak
gadis yang hamil dan yang ditinggal pacarnya adalahk orang-orang yang sangat
potensial dan rawan diperlakukan salah. Dengan iming-iming bahwa si bayi anti akan
diberikan kepada keluarga yang mampu vang tidak memiliki anak agar masa
depannya lebih terjamin dan sebagainya, sering kilah seprti itu dipercaya begitu saja
oleh orang tua sikorban, sehingga keuntungan yang diperoleh sindikat bayi pun
menjadi berlipat-lipat.

Studi yang dilakukan ILO-IPEC (2001), misalnya melaporkan: jika cara halus
tak menghasilkan, sindikat perdagangan bayi tidak segan-segan memilih cara kasar.
Dalam beberapa kasus, terkadang terjadi sejumlah anak perempuan yang malang
sengaja dihamili atau diperkosa, dan kemudian dikirim keluar negeri untuk
dipekerjakan sebagai seks komersil (PSK), sekaligus ditunggu bayinya hingga lahir

untuk diperdagangkan. Dengan posisi anak perempuan yang relatif rentan, malu
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karena hamil diluar nikah atau karena dihimpit kemiskinan yang kronis, acap kali
pilihan mereka tidak banyak.

Di Indonesia, menurut informasi yang diperoleh setiap tahun rata-rata seratus
lebih kasus perdagangan bayi keluar negeri berhasil dibongkar aparat kepolisian.
Tetapi, alih-alih surut, yang terjadi dilapangan justru cara kerja sindikat itu makin
canggih, makin sulit dideteksi, sehingga bayi-bayi malang yang diperlakukan
layaknya komoditi bukan tidak mungkin makin tahun makin banyak. Kasus
terbongkarnya sindikat perdagangan bayi dibeberapa wilayah di Jawa Timur dan
Sumatera Utara besar kemungkinan hanyalah puncak gunung es dari besaran masalah
vang sesungguhnya.

Pendek kata, sepanjang dimasyarakat masih terus bermunculan anak-anak
yang tidak dikehendaki atau anak-anak yang diterlantarkan (reglect) akibat tekanan
kemiskan, kasus pernikahan dini yang makin lama makin meluas atau karena imbas
dari prilaku masyarakat yang makin permisif, maka sepanjang itu pula ruang gerak
sindikat perdagangan bayi akan tetap leluasa, bahkan seolah-olah menemukan
habitatnya.

Modus yang dikembangkan sindikat, para calo, dan orang-orang yang terbiasa
melakukan tindak kejahatan memperdagangkan perempuan dan anak, makin lama
cenderung makin beragam dan canggih. Pola umum yang berlaku bisanya adalah
dengan bujuk rayu dan tipu daya kepada korban dan keluarganya. Di berbagai desa di
Propinsi Jawa Timur, sudah lazim terjadi calo-calo terus berkeliaran untuk mencari
mangsa baru. Menurut salah seorang informan, mereka para calo itu terkadang juga
bekerjasama dengan oknum aparat desa setempat untuk memperkuat dan mensahkan
rencana dan tindakannya merayu perempuan dan anak di mata keluarga korban.

Ditengah makin langkanya kesempatan kerja yang tersedia di desa dan
tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan
perempuan dan penduduk miskin di desa. Seorang calo yang sudah berpengalaman

niscaya sudah tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang yang kehidupan
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sehari-harinya sengsara seperti mereka. Tawaran gaji besar, godaan gaya hidup kota
besar yang serba gemerlap, dan sstumpuk iming-iming yang memabukkan, bagi
perempuan dan keluarga miskin di pedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk
ditinggalkan begitu saja. Bisa dibayangkan, hati siapa yang tak tertarik jika seorang
calo menawarkan kerja di luar negeri dalam tempo 2-3 tahun sudah akan membuat
perempuan miskin bisa membawa pulang uang puluhan dan bahkan seratus juta
rupiah lebih.

Seorang calo yang sudah terbiasa mencari korban-korban trafficking baru,
mereka biasanya bekerja seperti pengijon atau tengkulak. Dalam menawarkan dan
membujuk korban agar tertarik mencari kerja di kota besar atau di luar negeri, salah
satu  modus yang acapkali manjur adalah dengan cara menyandera perasaan
psikologis korban. Lilitan utang, bujuk rayu, dan iming-iming gaji besar adalah
kombinasi strategi yang biasanya dikembangkan para calo untuk menundukkan hati
xorban. Seorang perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan kemudian terjerat
utang yang menumpuk, tentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali
nekat mencari kerja yang dirasa bakal menguntungkan.

Dalam banyak kesempatan, perempuan dan anak-anak yang menjadi korban
tindak kekerasan di rumahnya-entah korban child abuse atau wife abuse, niscaya akan
sangat mudah terperdaya oleh rayuan para calo. Seperti dituturkan salah seorang
mforman peneliti bahwa keputusan dia nekad memilih mengadu nasib mencari kerja
sebagai TKW illegal di Malaysia karena ia sudah tidak lagi kerasan tinggal di rumah.
Suaminya suka main judi dan minum minuman keras. Anaknya dua orang yang sudah
mulai masuk sekolah jelas membutuhkan biaya, sehingga tidak ada cara lain yang
bisa ia lakukan, kecuali nekat mencari kerja di luar negeri untuk memburu vang besar
dalam tempo singkat. Informan tersebut mengaku selama di Malaysia bekerja sebagai
PRT. Pengalaman yang dialami memang tidak terlalu mengharu-biru, menyedihkan
Zan penuh dengan tindak kekerasan. Hanya saja, kalau dicoba dihitung-hitung, ia tahu

persis bahwa mencari kerja lewat calo ternyata ada banyak kerugian yang harus
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ditanggung. Gaji setahun selama bekerja di majikan boleh dibilang habis hanya untuk
mengganti biaya pengiriman atau transport dan membayar fee untuk calo, baik yang
di Indonesia maupun calo yang ada di Malaysia. Gaji yang diterima selama kerja di
negeri jiran itu pun tidaklah sebesar yang dijanjikan calo yang berhasil
membujuknya.

Modus lain yang biasa dikembangkan pihak sindikat untuk mencari korban
trafficking baru adalah melalui pendekatan khusus. Pihak sindikat dalam hal ini
biasanya mengandalkan kepada peran laki-laki muda yang cukup gagah dan berlente.
Mula-mula korban akan didekati dan diajak berpacaran. Modus ini segi waktu
memang lebih membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pada satu titik dimana pelaku
sudah mulai dipercaya oleh keluarga korban, maka biasanya baru pada saat itu
serangan mulai dilancarkan. Jika korban termasuk mudah diperdaya, maka dengan
cepat korban akan nurut-nurut saja ketika diajak pelaku pergi keluar desa untuk
mencari pekerjaan di kota besar. Sementara itu, untuk korban yang agak sulit dirayu,
modus yang dikembangkan pelaku biasanya dengan cara memacari korban dan
merayu korban hingga mau melakukan hubungan intim, semacam tindakan dating
rape.

Perempuan atau anak perempuan yang sudah kehilangan kegadisannya,
karena direngut pelaku biasanya pilihannva tidak lagi banyak. Beberapa informan
vang diwawancarai menyatakan kejadian semacam ini biasanva banyak dialami
korban trafficking yang dipekerjakan di tempat-tempat hiburan dan lokalisasi. Anak
perempuan yang sudah tidak lagi perawan, maka perasaan dan ketergantungan
kepada pelaku akan sangat besar, sehingga apapun akan mereka lakukan agar si
pelaku tidak meninggalkan dirinya. Perempuan dan anak perempuan dan anak
perempuan yang menjadi korban rayuan gombal pelaku trafficking seperti ini
biasanya baru menyadari kekeliruannya ketika sudah berhasil dibawa keluar desa
oleh sang pacar yang penipu itu, karena begitu tiba di kota biasanya mereka akan

dijual ke mucikari atau pengelola tempat hiburan lainnya. Di kota besar yang jauh
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D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pidana Dalam Kasus Perdagangan
Anak Keluar Negeri
Sistem pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan
anak keluar negeri pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban
pidana kasus lainnya, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi/ individual. Jadi
menganut sistem pemidanaan atau “pertanggungjawaban individual/ personal”
(“individual/ personal responsibility’).

Mengenai hal ini dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

a. Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana
bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang/ si pelaku itu sendiri
(asas personal) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (asas
kesalahan/ asas culpabilitas).

b. Penerapan prinsip umum pemidanaan yang demikian (yaitu
pertanggungjawaban individual) terhadap orang dewasa merupakan hal
yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang
sebagai individu yang bebas dan mandiri (“independent”) dan
bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya.

c. Bertolak dari uraian di atas pula, ada baiknya dikembangkan gagasan untuk
mengimbangi sistem pemidanaan/ pertanggungjawaban individual itu
dengan sistem pertanggungjawaban struktural/ fungsional. Salah satu
kelemahan/ keterbatasan sistem pemidanaan individual dalam upaya
penanggulangan kejahatan adalah sifatnya yang sangat “fragmentair”, yaitu
melihat upaya pencegahan/ penanggulangan kejahatan dari sudut individu si
pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu
agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya
penanggulangan kejahatan secara struktural/ fungsional.
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Peristiwa pidana atau disebut juga tindak pidana (delict) adalah suatu
perbuatan atau rangkatan perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu
peristiwa hukum dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur
pidananya. Unsur-unsur itu terdiri atas :

1. Obyektif, yaitu suatu yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat

yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.

o

Subyektif, yaitu tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau
beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka jika ada suatu perbuatan yang
dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai
peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai
suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang
merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan hukum.
Artinya perbuatan itu sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan
hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar bersalah dan
1a wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya
bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat dibuktikan sebagai suatu
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang nyata-nyata
bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya jika terdapat ketentuan yang

mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka

ketentuan ini memuat sanksi ancaman hukumannnya. Ancaman hukuman tersebut
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Walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif, namun ada pedoman bagi
hakim untuk menerapkan pidana secara kumulatif (pasal 57).

Walaupun sanksi yang dijatuhkan sudah mempunyai kekuvatan tetap. tetapi dalam
pelaksanaannya masih dapat dilakukan perubahan/ penyesuaian kembali sesuai
dengan perkembangan/ kemajuan terpidana (pasal 54).

Walaupun seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu hakim dapat memberi maaf (dikenal
dengan istilah “Rechterlijkpardon”) atau memberi pengampunan kepada terdakwa
tanpa pidana/ tindakan apa pun (pasal 52)

Dalam hal terpidana seumur hidup telah menjalani pidana minimal 10 (sepuluh)
tahun dengan berkelakuan baik, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (pasal 62 ayat (5)). Dengan demikian,
tidak tertutup kemungkinan bagi “Napi Seumur Hidup” untuk memperoleh
“pelepasan bersyarat”.

Pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan 10

(sepuluh) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu terpidana menunjukan sikap/

tindakan yang terpuji, maka pidana itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur

hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun (pasal 80). Bahkan, walaupun pidana mati

sudah dijatuhkan dan permohonan grasi ditolak, namun apabila eksekusi pidana mati

itu tidak dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati itu dapat

diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (pasal 81)
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Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan kurungan adalah :
Menurut pasal 20 dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman penjara atau
kurungan selama tidak lebih dalam satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada
mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam kerja, pulang kerumah
masing-masing; jadi yang penting, untuk setiap malam tidur dirumah. Ini
tidak berlaku apabila si terhukum dulu, dalam tempo dua tahun sebelumnya,
sudah pernah di hukum.

Tidak boleh di suruh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang
sekarang ini dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan :

ke-1 : orang-orang yang dihukum penjara selama seumur hidup;

ke-2 : orang perempuan;

ke-3 : orang-orang yang mendapat sertifikat oleh dokter

Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan berdasar atas
keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa
kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar

tembok rumah-rumah pemasyarakatan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli terdakwa dikenakan

pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun; karena telah terbukti bersaiah

melakukan tindak pidana: “Perdagangan anak™.

| % )

Ada tiga sistem sistem hukum penjara, yaitu

Sistem Pennsyilvania (suatu negara dibagian di Amerika Serikat) yang

menghendaki para hukuman terus-menerus ditutup sendiri dalam satu kamar atau

Sistem Auburne (satu kota dalam Negara Bagian New York di Amerika Serikat)
yang menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama
bekerja tetapi tidak boleh bicara.

Sistem Irlandia yang menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus-

menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi
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tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak boleh lebih dari satu hari, akhirnya bagi
sisanya yang tidak cukup setengah rupiah , juga satu hari.

Maksimum enam bulan dapat dilampaw sampai delapan bulan karena ada
gabungan tindak pidana, recidive, atau berlakunya pasal 52 KUHP.

Tidak ditentukan dalam tempo berapa lama denda harus dibayar, juga tidak
oleh hakim dalam putusannya. Maka, jaksalah sebagai pejabat yang bertugas
menjalankan putusan hakim yang harus menentukannya. Ini terserah kepada
kebijaksanaan jaksa.

Menurut pasal 31, si terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai
pengganti denda, terutama jika ia sudah tahu bahwa ia tidak akan mampu atau tidak
sudi membayar denda.

Apabila dendanya sebagian dibayar dan sisanya tidak, maka kurungan sebagai
pengganti denda, dikurangi secara seimbang.

Oleh karena itu tidak dipedulikan siapa yang membayar dendanya, maka
mungkin denda dibayar oleh orang lain, misalnya saudara atau orang tua si terhukum.
Dengan demikian, sifat hukuman yang ditujukan kepada terhukum pribadi menjadi
kabur.

Dalam putusan terhadap Desi Prisianty Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13
(tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana
kurungan selama 6 (enam) bulan. Pemidanaan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku tentang perdagangan anak keluar negeri baik di
KUHP dan UU tentang Perdagangan anak. dan Majelis Hakim juga menyatakan
lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan.

D. Konsep Hukuman Tutupan
Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam

Berita Republik Indonesia II 24 halaman 287/288, mengadakan suatu hukuman
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pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Undang-undang tersebut terdiri

dari 6 pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Selain daripada itu hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a KUHP dan pasal

6 huruf a KUHP Tentara, adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang

menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.

Pasal 2
1.

Pasal 3
1.

Pasal 4

Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan
hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim
boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan
kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi
adalah demikian sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih

dari tempatnya.

Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan , wajib menjalankan
pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang
ditetapkan menurut pasal 5.

Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya. berhak atas
permintaan si terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan

dalam ayat 1.

Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman

tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan

Khusus tentang hukum tutupan.
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f.

g.
h.

perlindungan anak dalam proses peradilan;

perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan
lingkungan sosial);

perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan
anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan,
memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);

perlindungan terhadap anak-anak jalanan;

perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/ konflik bersenjata;

perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam

proses peradilan, tetapi mencakup spectrum yang sangat luas. Patut dikemukan,

bahwa pertemuan kelompok ahli PBB (United Nations Expert Group Meeting) di

Vienna, Austria, pada tanggal 30 Oktcber — 4 November 1994, lebih pada masalah-
masalah sebagai berikut (Ewald Filler 1995: 40-44) :

a.

Masalah “working children” :

Yang diprihatinkan antara lain banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja
penuh (full time child labour), perdagangan anak (sale of children), perbudakan
anak (child bondage), prostitusi anak (child prostitution) dan pornografi anak

(child pornography) yang disebabkan oleh meningkatnya “sex tourism”.

. Masalah “street children”:

Diperkirakan ada sekitar 100-1509 juta anak-anak jalanan di seluruh dunia.
Yang diprihatinkan ialah, bahwa di samping mereka berjuang untuk
mempertahankan hidup material, mereka juga menjadi sasaran dari
penyalahgunaan dan eksploitasi (antara lain dalam “street thieves, street
prostitution, drug trde” dan aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya).
Diprihatinkan juga timbulnya “gang” di kalangém remaja sebagai sarana untuk

“perlindungan diri” dalam lingkungan yang saling bermusuhan.
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c. Masalah “children in armed conflict"':
Diungkapkan,bahwa dalam situasi konflik bersenjata pada dekade terakhir ini
sekitar 1.5 juta anak yang terbunuh. 4 juta anak yang cacat. S juta anak sebagai
pengungsi dan 10 juta anak yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban
pemerkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma).
Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi
mereka dari situasi/ budaya konflik ke budaya damai (culture of peace).
d. Masalah “urban ‘war zones’”:
Masalah yang diungkapkan disini ialah, bahwa suasana kekerasan dan
ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan schari-hari di dalam kota/
wilayah yang menjadi “zona peperangan” akan menempatkan anak-anak daiam
“resiko yang sangat gawat” (“grave risk”). Terutama apabila kemelaratan,
penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan merupakan kenyataan hidup
sehari-hari, maka penduduk kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya
dan ketegangan yang kronis (chronic danger and stress).
e. Masalah “the instrument use of children”:
Masalah ini diungkapkan sehubungan dengan adanya rekomendasi Kongres
PBB ke-8/1990 yang kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 Tahun 1990
(lihat di atas) dan pertemuan kelompok pakar di Roma. [talia. pada tanggal 8-10
Mei 1992. Pada pertemuan pakar di Roma itu dikemukakan, bahwa salah satu
faktor kondusif terjadinya praktek “memperalat anak dalam/ untuk melakukan
kejahatan™ ialah, tidak adanya undang-undang khusus yang memidana orang
dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Oleh karena itu
disepakati, bahwa “recruitment, organizing or entrapment and use of children
for criminal purposes by adults should be made a specific criminal offence”.
Selain hal diatas Perdagangan anak untuk eksploitasi seks komersial ternyata
tidak hanya merambah daerah Indramayu semata. Survei ILO menunjukkan sejumlah

tempat di Indonesia seperti Garut, Kuningan, Jepara, Pekalongan, Situbondo,
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak Hukum Pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri meliputi
ketentuan pidananya, penerapannya, dan pertanggungjawabannya.Tindak pidana
Perdagangan anak keluar negeri diatur didalam UU No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Keppres No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU No. 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan peraturan-
perundangan lainnya yang berkaitan dengan tidak pidana perdagangan anak.
Sebagai norma baru yang diatur dalam instrumen internasional pemberantasan
perdagangan orang keluar negeri khususnya anak-anak, maka sudah barang tentu
karakter dan unsur substansi hukum yang dikandungnya sama sekali norma baru
dalam hukum positif di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan
perdagangan anak keluar negeri pada dasarnya masih sama dengan sistem
pertanggungjawaban pidana kasus lainnya, yaitu berorientasi pada si pelaku
secara pribadi/ individual. Jadi menganut sistem pemidanaan atau
“pertanggungjawaban  individual/  personal” (“individual/  personal
responsibility”). Pertanggungjawaban pidana ini Merupakan prinsip umum yang
wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan
kepada orang/ si pelaku itu sendiri (asas personal) dan hanya dikenakan kepada
orang yang bersalah (asas kesalahan/ asas culpabilitas). Pemidanaan dalam kasus
perdagangan anak keluar negeri merupakan hal yang penting. Bentuk pemidanaan

itu bisa berupa Pidana Penjara, denda dan juga ganti kerugian yang nierupakan
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sesuatu yang tampak baru dalam pemidanaan kasus perdagangan anak keluar
negeri.

. Penanggulangan hukum oleh penegak hukum dalam kasus perdagangan anak
keluar negeri tidak terlepas dari sistem peradilan pidana dan cara kerja sistem
peradilan pidana tersebut serta ketentuan pidana yang digunakan. Upaya
penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan-tindakan pencegahan
(prevention), menindak dan menghukum (prosecution) dengan tegas pelaku
perdagangan orang (irafficker), serta melindungi (protection) korban melalui
upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan,
termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa
mandiri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan
orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka kerjasama antar
negara baik secara bilateral maupun regional serta kerjasama dengan badan-badan
dan LSM internasional akan terus dibina dan dikembangkan. Implementasi UU
No.23/2002 sangat diharapkan dapat menanggulangi masalah perdagangan anak
ini. UU tersebut sebenarnya secara jelas telah menjabarkan pasal-pasal yang dapat
menjerat pelaku perdagangan anak untuk ekploitasi seks komersial. Beberapa
pasal dalam Undang-undang Perlindungan Anak sudah memberi perlindungan
bagi child trafficking. Namun penerapannya inilah yang sangat sulit dilakukan.
Pasal 82 dan 83 UU No0.23/2002 secara jelas telah menjatuhkan pidana penjara
selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah sebagai bentuk hukuman
maksimal bagi pelaku perdagangan anak, khususnya untuk eksploitasi seks.
Selain itu beberapa pasal lain yang juga memberikan kewajiban dan tanggung
jawab bagi pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk melindungi anak-
anak dari eksploitasi seksual sudah tercantum secara jelas dalam uraian Pasal 59,
66, 68 UUNo0.23/2002. Apalagi UU No.23/2002 yang dibuat sebagai
perlindungan hukum bagi anak, telah mengadopsi beberapa Konvensi ILO.

Misalnya tentang batas minimum usia yang diperbolehkan bekerja dan
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